
Tembusan: 
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum; 
2. lnspektur Jenderal Kementerian Hukum; 
3. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum. 

Andi Basmal 

Kepala Kantor Wilayah, 

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor: 

500.3.10.1 /6/B.HUK/SETDA/Xl/2025 tanggal 19 November 2025 hal Penyampaian 

Harmonisasi Ranperwali Kata Makassar, pada tanggal 21 November 2025 telah 

dilakukan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 

berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 970 Undang­ 

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan hasil 

Rancangan Rancangan Peraturan Wali Kata tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi/sejajar, dan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya dengan tetap 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih. 

Yth. Wali Kota Makassar 

di tempat 

21 November 2025 W.23.PP.04.02-1987 
segera 
satu berkas 
Penyampaian Has ii Rancangan 
Peraturan Wali Kota tentang 
Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

II 
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA 

KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN 
Jalan Sultan Alauddin No. 191A Gunung Sari, Makassar 90221 

Telepon: (0411) 854731, Faksimile: (0411) 871160 
Laman: http://sulsel.kemenkum.go.id, Pos-el: tudanumum.kemenkumsulsel@gmail.com 


